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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Asas-Asas dalam Pembentukan Perundang-undangan 
Banyak teoritisi hukum yang mencoba menguraikan pandangannya 
menegenai asas hukum. Paul Scholten yang mencoba menguraikan asas 
hukum sebagai “Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di 
belakang sistem hukum, yang masing-masing dirumuskan dalam aturan-
aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenanaan 
dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat 
dipandang sebagai penjabarannya”1 
Lebih lanjut, mengenai suatu asas dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan, Montesquieu dalam karyanya L’esperit des Lois 
mengemukakan sejumlah perspektifnya sebagai syarat yang harus dipenuhi 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu : (1) Gaya 
Penuturannya hendaknya padat dan sederhana. Yang artinya bahwa 
pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya 
merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir; (2) Istilah-istilah yang 
dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relative, sehingga dengan demikian 
memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual; 
(3) Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan actual 
dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis; (4) Hukum 
hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, oleh karena ia 
                                                   
1 J.J.H Bruggink, Refleksi tentang HUkum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 199 
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ditujukan kepada seluruh komponen rakyat dalam artian secara komprehensif; 
(5)  Hukum hendaknya tidak merancukan pokok permasalahan dengan 
pencgecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-
benar diperlukan; (6) Hukum Hendaknya bersifat debatable (Argumentatif). 
Hal ini didasarkan kekhawatiran menimbulkan bahaya merinci alasan-alasan 
yang memicu konflik; (7) Lebih dari itu semua, Pembentukan HUkum 
hendaknya mempertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat 
praktis dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar 
keadilan dan hakekat permasalahan.2 
Saat ini jika berkaca pada proses legislasi di Indonesia maka terlebih 
dahulu dijelaskan secara singkat mengenai maksud dari pada asas hukum di 
Indonesia. Menurut Maria Farida, Asas-asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu dalam 
pembentukan perundangundangan yang baik. Pembahasan mengenai asas-
asas yang penting dalam pembuatan perundang-undangan yang baik ini 
menjadi sangat penting agar tercipta perundang-undangan yang baik. 
Pembentukan peraturan perundang-undngan ini menyangkut isi peraturan, 
bentuk dan susuna peraturan, metode pembentukan peraturan, prosedur dan 
proses pembentukan peraturan.3 
Berdasarkan pada definisi tersebut, Indonesia juga tidak lepas dari pada 
upaya mengadopsi asas-asas yang kemudian dijadikan sebagai asas yang 
fundamental dan krusial dalam pemebentukan perundang-undangan sehingga 
                                                   
2 Dikutp oleh Sumali dari DIsertasi Hamid S. Attamimi. Lihat Sumali, Reduksi Kekuasaan 
Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UU (Perpu), UMM Press, Malang, 2002, Hal 124-125 
3 Maria Farida, Op,cit. Hal. 252 
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dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat sejumlah 
asas yang perlu dipahami untuk memastikan bahwa suatu perundang-
undangan yang dihasilkan merupakan suatu produk kekuasaan yang 
berdasarkan konsep negara hukum secara baik, atau disebut sebagai peraturan 
perundang-undangan yang baik4. Adapun asas-asas tersebut adalah:  
a. Asas undang-undang tidak berlaku surut;  
b. Asas hierarki, atau tata urutan peraturan perundang-undanganmenurut 
teori jenjang norma hukum atau Stufenbautheorie yang dikemukakan 
Hans Kelsen.5 Asas ini menyebutkan bahwa undangundang yang dibuat 
oleh Penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 
pula.6 
c. Asas lex posteriore derogate lex priori (hukum yang baru mengalahkan 
hukum yang lama).7 
d. Asas hukum lex spesialis derogate legi generalis (hukum yang lebih 
khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum jika pembuatnya 
sama).8 
Secara lebih detail dan spesifik, penjelasan I.C Van Der Vlies seperti 
yang dikutip oleh Maria Farida Indrati dalam bukunya membagi asas-asas 
                                                   
4 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Penerbit IND-HILL.CO, Cetakan 
Pertama, Jakarta, 1992, hlm 13-15. 
5 Natabaya, HAS , Sistem Peraturam Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Konstitusi Press 
dan Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm 23-32. 
6 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan 
Yurisprudensi, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 16. 
7 Ibid, Hal. 17 
8 Ibid. 
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dalam pembentukan peraturan negara yang baik ke dalam asas-asas yang 
formal dan material. Asasasas formal meliputi9: 
1. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling). 
2. Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juitse orgaan). 
3. Asas perlunya pengaturan (het moodzakelijheids beginsel). 
4. Asas-asas dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid). 
5. Asas konsensus (het beginsel van consensus). 
Asas-asas material meliputi10: 
1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van 
duiddelijke terminologi en duiddelijke systematiek). 
2. Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid). 
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtgelijkheids beginsel).  
4. Asas kepastian hukum (het rechtzerheidsbeginsel). 
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (het beginsel van de 
individuele rechtsbedeling). 
Selain yang dikemukakan di atas, Purnadi Purbacaraka dan Sorjono 
Soekanto juga memperkenalkan 6 (enam) asas perundangundangan yaitu: 
1. Undang-undang tidak berlaku surut11; 
2. Undang-undang yang dibuar oleh Penguasa yang lebih tinggi mempunyai 
kedudukan yang lebih tinggi pula; 
                                                   
9 Ibid. Hal. 253. 
10 Ibid.	
11 De Jure, Mengkritisi pemberlakuan Teori Fiksi Hukum, Jurnal Volume 16 Nomor 3, Jakarta, 
2016, Hal. 255 
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3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang 
yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis); 
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang 
yang berlaku terdahulu (lex posteriore derogat lex priori); 
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; dan  
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat 
mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun 
individu, melalui pembaharuan atau pelestarian. 
B. Pengundangan dan penyebarluasan perundang-undangan 
Hukum sangat erat kaitannya dengan masyarakat sehingga menjadi 
kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk mengetahuinya, hal ini berangkat 
dari anggapan bahwa semua individu yang ada dalam masyarakat mempunyai 
kepentingan sejak ia lahir, maka dari itu hukum dibutuhkan untuk menjaga 
serta menertibkan individu tersebut dalam mewudujkan kepentingannya. 
Hukum dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang seharusnya diketahui 
oleh semua elemen masyarakat agar kepentingannya tidak terganggu oleh 
kepentingan orang lain dan juga. 
Istilah “pengundangan” biasanya disebut Afkondiging dalam Bahasa 
Belanda atau Promulgation (Inggris) yang artinya pemberitahuan kepada 
umum, ditetapkan terhadap tindakan-tindakan tertentu, sebagian dengan 
sanksi pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan publikasi atau 
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penyebarluasan yaitu pengumuman, membuat sesuatu terbuka untuk umum 
atau diketahui oleh umum12 
Jika melihat perkembangan proses legislasi saat ini menjadi 
kekhawatiran masyarakat sebab telah banyak kemudian kaidah-kaidah 
ataupun norma-norma yang mengikat setiap aktivitas masyarakat. Disamping 
itu kaidah atau norma tersebut tidak semata-mata menjadi sesuatu yang hidup 
dan berkembang di masyarakat, melainkan ada ketidakselarasan yang 
menjadi faktor kenapa masyarakat tidak lagi patuh terhadap hukum. Akan 
tetapi tidak hanya itu, faktor ketidaktahuan juga yang menyebabkan perilaku 
masyarakat menyimpang terhadap hukum Negara karena aksesibilitas 
masyarakat terhadap suatu peraturan perundangan-undangan tidak begitu 
mudah dan juga informasi yang ditujukan kepada masyarakat tidak 
menyentuh beberapa lapisan-lapisannya. Padahal secara yuridis di Indonesia 
dijelaskan secara eskplisit di dalam ketentuan  Pasal 81 Undang-Undang No. 
12 tahun 2011 Berbunyi13 : 
 “Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan 
harus diundangkan dengan menempatkannya dalam : 
a. Lembaran Negara Republik Indonesia; 
b. Tambahan Lembaran Negara Rebpublik Indonesia; 
c. Berita Negara Republik Indonesia; 
d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; 
e. Lembaran Daerah;  
f. Tambahan Lembaran Daerah; atau 
g. Berita Daerah. 
 
 
 
 
                                                   
12 Maria Farida Indrati S, Ilmu perundang-undangan, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007) Hal. 
252 
13 Agus Surono, Op.cit, Hal. 1-2. 
		 24	
Penjelasannya berbunyi : 
“Dengan diundangkan Peraturan Perundang-undangan dalam 
lembaran resmi sebagimana dimaksud dalam ketentuan ini maka setiap 
orang dianggap telah mengetahuinya.”14 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan berwenang melakukan pengundangan dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita 
Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia. Pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 
M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Direktur 
Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dalam tugas pokok dan 
fungsinya dilaksanakan oleh Direktorat Publikasi, Kerja Sama dan 
Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang membawahi 
Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan. 
Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia meliputi: 
1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
2. Peraturan Pemerintah; 
3. Peraturan Presiden mengenai: 
                                                   
14 Ibid.	
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a. Pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan 
negara lain atau badan internasional; dan 
b. pernyataan keadaan bahaya. 
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 
Dalam hal peraturan perundang-undangan yang ada penjelasannya, 
maka pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh: 
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;  
2. Dewan Perwakilan Rakyat; 
3. Mahkamah Agung; 
4. Mahkamah Konstitusi; dan 
5. Menteri, Kepala Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang 
dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-
undang. 
Dalam hal peraturan perundang-undangan yang ada penjelasannya, 
maka pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik 
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Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk 
lembaran lepas dan himpunan. 
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan : 
1. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia wajib disampaikan kepada Direktorat 
Jenderal Peraturan Perundang-undangan disertai dengan 3 (tiga) naskah 
asli dan 1 (satu) softcopy. 
2. Penyampaian dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang 
bersangkutan atau petugas yang ditunjuk disertai surat pengantar untuk 
diundangkan. 
3. Pengundangan dilakukan dengan memberi nomor dan tahun pada 
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik 
Indonesia, dan memberi nomor pada Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. 
Selanjutnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan 
mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk 
ditandatangani. 
4. Naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disampaikan 
kepada instansi pemohon 2 (dua) naskah asli dan 1 (satu) untuk 
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai arsip. 
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5. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran 
lepas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) 
hari terhitung sejak tanggal peraturan perundang-undangan 
diundangkan. 
6. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk himpunan 
dilakukan pada akhir tahun. 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan  
1. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui 
media cetak, media elektronik, dan cara lainnya. 
2. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media cetak 
berupa lembaran lepas maupun himpunan. 
3. Penyebarluasan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk 
lembaran lepas yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan untuk disampaikan kepada kementrian/Lembaga yang 
memprakarsai atau menetapkan peraturan perundang-undangan 
tersebut, dan masyarakat yang membutuhkan. 
4. Penyebarluasan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk 
himpunan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 
untuk disampaikan kepada Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan pihak terkait. 
5. Penyebarluasan melalui media elektronik dilakukan melalui situs web 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat diakses melalui 
website: www.djpp.depkumham.go.id, atau lainnya. 
6. Penyebarluasan dengan cara sosialisasi dapat dilakukan dengan tatap 
muka atau dialog langsung, berupa ceramah workshop/seminar, 
pertemuan ilmiah, konfrensi pers, dan cara lainnya15 
C. Fiksi Hukum 
Dalam Sejarah Hukum di Eropa daratan, hukum itu lahir dari kontrak 
sosial, kontrak sosial adalah metamorfosa dari kontrak-kontrak ekonomi 
masyarakat merkantilis. Sehingga dengan demikian teori ini lahir dari 
ranahnya hukum privat. Baru abad 18 dengan gejala industrialisasi munculah 
Negara Modern. Negara modern mensyaratkan adanya generalitas dalam 
sistem hukum yang bersifat publik. Untuk memenuhi generalitas itulah semua 
orang yang berada dalam satu wilayah negara harus tunduk pada suatu hukum 
yang dibikin oleh bandan publik. hal itu memberi manfaat agar institusi 
publik menjadi kuat.16 
Fiksi hukum yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu 
akan undang-undang”. Hal ini didasarkan pada suatu alasan, bahwa manusia 
                                                   
15 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id, pengundangan-dan-penyebarluasan, diakses 25 maret 
2018. 
16 Agus Surono, Op.cit, Hal. 110. 
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mempunyai kepentingan sejak lahir sampai mati. Setiap kepentingan manusia 
tersebut selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu 
manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai 
kaidah sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum. Karena kaidah hukum 
melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya. 
Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum, supaya 
kepentingannya sendiri terlindungi. Dengan demikian ketidaktahuan akan 
undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf atau “ignorantia legis excusat 
neminem”17 
Fiksi ialah sesuatu yang membuat kita menerima hal yang tidak benar 
sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan lain bahwa kita menerima 
apa yang tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada. 
Fiksi itu sendii biasanya di pakai orang, jika orang dengan sadar menerima 
sesuatu tentang kebenaran, akan tetapi sejatinya itu tidak benar.  
Sebagai contoh bahwa dahlu rakyat romawi yang telah meninggal 
dalam tawanan dipandang sebagai seorang budak dan menurut hukum 
Romawi, seorang budak tidak boleh meninggalkan warisan harta yang sah. 
Dengan demikian surat wasiat yang dibuatnya sebelum ia ditawan oleh lawan 
menjadi tidak berlaku dalam hukum Romawi. Akan tetapi Lex Cornelia dari 
Sulla mencoba merubah hal tersebut bahwa bila seorang rakyat yang 
meninggal dalam tawanan perang ia seharusnya dianggap sebagai orang yang 
                                                   
17 Rahmat Setiobudi Sokonagoro, Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) Dalam Teori dan 
dalam Praktek, 2008. Diakses pada 25 Desember 2018. 
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meninggal pada saat pengangkatannya sebagai prajurit, sehingga surat 
wasiatnya tetap berlaku (fictiio legis cornelie). 
Setelah hal tersebut fiksi yang mulanya hanya dianggap berlaku dalam 
hukum waris kemudian diberlakukan untuk segala hukum dari seorang 
tawanan. Rakyat Romawi yang tertangkap sebagai seorang tawanan, yang 
kembali di negerinya sendiri tak pernah dianggap sebagai bekas dari tawanan 
perang. Bangsa Romawi menganggap fiksi sebagai instrument pertolongan 
untuk membuat perkembangan hukum. Dalam hal ini, perkembangan hukum 
yang di Romawi juga di ikuti di Inggris.18 
Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan 
perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang 
dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku 
mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat 
membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non 
excusat). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam 
penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya 
Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah 
mengetahuinya".19 
                                                   
18 Rahmat Setiobudi Sokonagoro, Peristilahan Fiksi Hukum (fictie hukum) dalam teori dan dalam 
praktek, hal. 42 
19 Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Perma, 
https://jdih.mahkamahagung.go.id/, 2017. 
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Adapun lembaran resmi yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 81 
terdiri dari 7 jenis yakni : a) Lembaran Negara Republik Indonesia, b) 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, c) Berita Negara Republik 
Indonesia, d) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, e) Lembaran 
Daerah, f) Tambahan Lembaran Daerah, atau g) Berita Daerah.20 
Teori fiksi hukum mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan 
mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap orang untuk mengakui 
eksistensi peraturan tersebut. Dengan demikian pengundangan peraturan tidak 
memperdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan 
tersebut atau tidak, apakah masyarakat menerima peraturan itu atau tidak. 
Disinilah muncul kelemahan teori fiksi hukum, pemerintah dapat berbuat 
sewenang-wenang pada masyarakat yang dianggap melanggar aturan hukum 
dan mengenyampingkan ketidaktahuan masyarakat atas hukum atau peraturan 
yang harus ditaati.21 
Suatu peraturan perundang-undangan mempunyai mekanisme agar 
aspek publisitas dari suatu perundang-undangan tersebut dapat terpenuhi. 
Mekanisme publisitas inilah yang banyak terlupakan oleh para pemikir 
hukum yang hanya terfokus pada proses pembuatan peraturan perundang-
undangan. Fiksi Hukum pertama kali diperkenalkan oleh Van Apeldorrn 
sebagai satu langkah terobosan yang membuat perkembangan suatu ilmu 
hukum.  
                                                   
20 Ibid. 
21 Yustisia Rahman, Publisitas,Fiksi Hukum dan Keadilan, Artikel, 20 Januari 2010. 
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Adanya suatu fiksi, dapat menghitamkan yang putih maupun yang 
sebaliknya. Hal itu membahayakan dalam proses menemukan kebenaran dan 
keadilan. Akan tetapi mesti diketahui bahwa penggunaan giksi mesti harus 
dipisahkan dari suatu persangkaan karena dapat mencederai kebenaran yang 
berujung pada keadilan. Fiksi adalah ketidak benaran suatu ciptaan saja, 
bahwa suatu persangkaan mungkin saja benar, atau juga tidak.  
Fiksi hukum sejatinya tidak hanya menghadirkan kewajiban suatu 
masyarakat mengetahui hukum, tetapi juga melahirkan konsekuensi bagi 
pemerintah. setiap aparat pemerintah dalam hal ini wajib untuk 
menyampaikan tentang adanya hukum atau peraturan tertentu yang berlaku di 
masyarakat.  
Di Indonesia dikatakan setiap orang dianggap telah mengetahui semua 
hukum atau peraturan yang berlaku tanpa terkecuali. Hal tersebut berangkat 
dari fiksi hukum yang menyatakan kewajiban untuk mempublikasikan 
peraturan yang dibuat harus menjangkau semua elemen-elemen yang ada di 
masyarakat. Karena itu alasan seseorang di kemudian hari mengenai tidak 
tahunya hukum yang berlaku tidak dapat diterima sebagai pembebasan orang 
tersebut dari tuntutan hukum. 
